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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan 

hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan 

strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam 

suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal 

diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, 

tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. 

Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang 

dikenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran 

terhadapan peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian 

untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana 

atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat 

tersebut. 

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh 

mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat 

dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum 

mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia 

sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas 

hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal 

namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur 

yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka 
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tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu 

ketentuan atau aturan hukum.
1
 

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja 

hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap 

hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum 

tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku 

masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif 

apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau 

dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan 

yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan 

tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah 

bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor: 

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
2
 

 

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan penegakan hukum, 

ini dapat dikatakan sukses karena aturannya terkontrol, adil, tepat dan ditegakkan 

oleh seluruh lapisan masyarakat. Semua situasi tersebut dipengaruhi oleh lemah 

atau tidaknya penegakan hukum yang kuat yang berdampak pada integritas 

                                                           
1
Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi, Ramadja Karya, Bandung, 

1988, hlm. 80. 
2
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 
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pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat yang taat hukum itu 

sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa itu penegakan hukum. 

Negara hukum adalah proses upaya untuk mempertahankan atau berfungsinya 

masyarakat dan pemerintahan dengan menerapkan dan menegakkan aturan-aturan 

hukum untuk memandu lalu lintas dan hubungan hukum kehidupan manusia. Oleh 

karena itu, peraturan yang mengaturnya tidak bersifat permanen dalam arti 

merupakan undang-undang yang tidak bergerak dan tidak mati, melainkan terus 

berjalan dan maju sesuai dengan keputusan penguasa dan pemerintah yang 

mengendalikannya. Umumnya proses penegakan hukum melibatkan seluruh 

badan hukum dalam semua hubungan hukum.  

Dalam konteks penegakan hukum pidana, peran aparat penegak hukum 

sangat penting. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum harus 

memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi. Mereka harus mampu 

melakukan penyelidikan dan penyidikan secara objektif dan adil.  

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi 

penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Melihat urgenitas 

tersebut maka sudah selayaknya hal itu perlu dimasukkan kedalam konstitusi 

sebuah negara yang berlandaskan atas ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang 

tertuang pada Pasal 33 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara. Tanah merupakan kebutuhan yang 

sangat penting dan menentukan. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan 

daripada tanahnya baik sebagai sumber penghidupan manusia itu sendiri. Bagi 

banyak orang tanah tidak dapat dipisahkan daripada hidupnya sendiri. Keterikatan 
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orang dengan tanahnya dapat dilihat melalui pola-pola kehidupan manusia dalam 

masyarakat.
3
 

Keberadaan tanah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Adrian Sutedi bahwa dalam kehidupan manusia, 

keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, 

sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan 

kehidupannya.
4
 

Ketergantungan manusia yang demikian besar pada tanah, baik untuk 

kebutuhan tempat pemukiman maupun sebagai sumber mata pencaharian, 

sedangkan persediaan tanah sangat terbatas baik jumlah maupun luasnya tetap dan 

tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia. Ketidakseimbangan 

antara jumlah dan luasan tanah yang tersedia dan kebutuhan penggunaan yang 

semakin meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting, 

sehingga campur tangan negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum 

pertanahan merupakan hal yang mutlak. 

Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya kasus mengenai tanah, salah 

satunya ialah penyerobotan tanah. Suatu penyerobotan tanah tentu subyeknya 

tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok, 

organisasi bahkan lembaga besar sekalipun. Status hukum antara subyek 

penyerobotan dengan tanah yang menjadi obyek permasalahan bisa berupa 

pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, 
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penggarap, dan sebagainya. Banyaknya kasus penyerobotan tanah yang dilakukan 

oleh oknum-oknum. Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak 

atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan 

aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan 

haknya. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sahmerupakan perbuatan yang 

melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.
5
 

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang 

terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, 

menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, 

melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, 

perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut 

menurut hukum pidana. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 

Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya 

menyatakan bahwa “pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang 

sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana” (Pasal 

2 dan Pasal 6). 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau 

Kuasanya menentukan bahwa: “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak 

atau kuasanya yang sah”. 

                                                           
5
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Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau 

Kuasanya yang menentukan: 

a. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, 

maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamauya 3 

(tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu 

rupiah);  

1) Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya 

yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan 

dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut 

Pasal 5 ayat 1; 

2) Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah 

didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;  

3) Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan 

dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud 

dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;  

4) Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk 

melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 

pasal ini;  

b. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh 

Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam 

pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-

lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyakrrya Rp 5.000,- 

(lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak 

memenuhnya.  

c. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.  

 

Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 385 Ayat (4) KUHP yang menentukan: 

“Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah 

dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang 

mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu”. 

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus 

penyerobotan tanah bisa dengan mudah diselesaikan. Hal tersebut bisa terlihat 
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ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan 

tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau 

yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang 

melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada 

umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata. 

Laporan kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Kota Jambi pada tahun 

2020 berjumlah 15 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 24 kasus, sedangkan pada 

tahun 2022 naik drastis kasus penyerobotan tanah sebanyak 43 kasus. 

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia dan dalam 

kehidupan sehari-sehari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi, salah 

satunya adalah penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain, baik 

disengaja maupun tidak disengaja. Penyerobotan tanah oleh seseorang atau 

sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi diberbagai daerah 

di Indonesia terkhususnya Kota Jambi. 

Salah satu kasus penyerobotan tanah terjadi pada 9 Juni 2022 di Kelurahan 

Mayang Mangurai Kota Jambi. Tanah milik Budiman S diserobot oleh H. 

Muhammad, Yahya, Joni, dan Nurman. Penyerobotan tanah milik Budiman S 

bermula saat ada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2022. 

Budiman S tertarik memanfaatkan program pemerintah yang memudahkan 

masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis itu karena status 

tanahnya saat itu masih dalam bentuk akte jual beli. Budiman S akhirnya ikut 

program PTSL. Ia menunggu sertifikat tanahnya keluar. Namun, hingga 2024 

dokumen resmi kepemilikan lahan itu tidak kunjung ia dapatkan. Ketahuannya 

https://www.tempo.co/tag/ptsl
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pada Maret 2024, Budiman S cek ke BPN ternyata tanah tersebut sudah atas nama 

H. Muhammad. Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh H. 

Muhammad, Yahya, Joni, dan Nurman yaitu dengan menempati/menguasai tanah 

yang merupakan milik dari Budiman S tanpa izin. 

Setelah pemilik tanah yang diserobot, Budiman S, melayangkan somasi tiga 

kali, penyerobot tetap melanjutkan penyerobotannya maka dilaporkan ke Polresta 

Jambi. Surat laporan ke Polresta Jambi tanggal 20 Juni 2022 Nomor 

LP.178/V/2022/SPKT POLRESTA JAMBI. 

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus 

segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat. Suatu masyarakat tanpa 

hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Dalam masyarakat yang 

tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan 

tingkat peradaban masyarakat tersebut. Hukum mengatur tindakan atau perbuatan 

apa saja yang tidak boleh dilakukan berikut dengan sanksinya apabila dilanggar. 

Hukum bersifat memaksa, dengan adanya sanksi tersebut, sehingga dalam 

bertindak, masyarakat akan lebih berhati-hati, apakah tindakannya tersebut 

merugikan pihak lain atau tidak. 

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah harus 

pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai 

efektivitas dengan menganalisis masalah tersebut, mengangkat permasalahan 

tersebut dengan melakukan penelitian yang diberi judul: “Efektivitas Penegakan 
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Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penyerobotan Tanah Di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota 

Jambi terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan 

Mayang Mangurai Kota Jambi?  

2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi 

dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di 

Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi? 

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh 

Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan 

tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi 

oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Mayang Mangurai 

Kota Jambi. 
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2. Tujuan Penulisan 

a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Batanghari. 

b. Penulis mengharapkan supaya penelitian ini dapat menyumbangkan 

konsep teoritis dan menambahkan rekomendasi yang relevan dengan 

kemajuan ilmu dalam bidang hukum, yang secara spesifik terkait 

pengaturan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan karena kejahatan 

penyerobotan tanah. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi bantuan serta tambahan 

pengetahuan juga pandangan penulis terutama dalam bidang hukum dan 

sebagai bekal bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang sama 

di kemudian hari. 

D. Kerangka Konseptual 

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis 

membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang 

dipergunakan adalah: 

1. Efektivitas 

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas adalah sejauh mana suatu kelompok 

dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila 

mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya 
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untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi 

tingkah laku yang berhukum.
6
 

2. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak 

hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku.
7
 

3. Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
8
 

4. Penyerobotan Tanah 

Penyerobotan tanah adalah suatu perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh 

orang yang tidak memiliki hak atas tanah dengan tujuan untuk menguasai 

tanah milik orang lain atau menyebabkan orang atau benda tetap berada 

didalam tanah tersebut.
9
 

E. Landasan Teoritis 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang 

ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya 

                                                           
6
Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Ramadja Karya, Bandung, 

1988, hlm. 80. 
7
Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Undip Press, Semarang, 1991, hlm. 42.   
8
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59. 

9
Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 20.   
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suatu Undang-Undang atau peraturan. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah 

keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.
10

 

Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah 

pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata 

efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu 

perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi 

hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada 

dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. 

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi 

sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi 

seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan 

yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu 

hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering 

yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. 

Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola 

pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau 

modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya 

hukum berlaku efektif. 

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka 

kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh 

sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan 
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bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, 

sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat 

mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati 

atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.
11

 

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan 

itu ada bermacam-macam, diantaranya yang bersifat compliance, 

identification, internalization. Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap 

hukum secara umum antara lain: 

a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum 

dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum 

itu.  

b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah 

dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.  

c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.  

d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka 

seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat 

mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) 

lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat 

mengharuskan (mandatur).  

e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan 

dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.  

f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus 

proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.  

g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 

pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 

memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, 

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh 

karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan 

(penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).  

h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, 

relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang 

bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang 

menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.  

                                                           
11

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 

2009, hlm. 375.   



 

14 
 

i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 

tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak 

hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut. 

j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 

mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di 

dalam masyarakat.
12

 

 

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnres yang 

berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji bukan ketaatan terhadap hukum 

pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu saja. 

Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap 

keduanya: 

a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa 

yang mempengaruhinya;  

b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-

faktor apa yang mempengaruhinya.
13

 

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka 

dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak 

tergantung pada beberapa faktor, antara lain: 

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.  

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.  

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan 

didalam masyarakatnya. 

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 

boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan 

(sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep 

legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan 

tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
14
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Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas 

dalam penegakan hukum pada lima hal yakni: 

a. Faktor Hukum. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan 

ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan 

keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, 

sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim 

memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja 

maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika 

melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan 

menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat 

dari sudut hukum tertulis saja. 

b. Faktor Penegakan Hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas 

atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan 

penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang 

baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di 

kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau 

penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku 

nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan 

wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan 

yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang 

dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini 

disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum 

tersebut. 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung. Faktor sarana atau fasilitas 

pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut 

Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja 

dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat 

komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas 

mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan 

hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan 

mungkin penegak hukum menyerasikan peranan ng seharusnya 

dengan peranan yang aktual. 

d. Faktor Masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap 

warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai 

kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan 

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. 

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 

bersangkutan. 

e. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-

nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang 

merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang 
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dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk 

(sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar 

atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku 

pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh 

golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan 

dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut 

harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari 

hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku 

secara aktif.
15

 

 

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi 

hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas 

penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor 

penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan 

oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun 

dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga 

merupakan panutan oleh masyarakat luas.
16

 

2. Teori Penegakan Hukum 

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli 

sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari 

penegakan hukum, yaitu:
17

 

1) Struktur Hukum (Legal Structure) 

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem 

Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan 

dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi; mulai dari Kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan 
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lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium 

yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini 

runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak 

bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan 

independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila 

tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan 

hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum 

mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat 

penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, 

proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga 

dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting 

dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 

penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila 

peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, 

kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. 

2) Isi Hukum (Legal Substance) 

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem 

substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. 

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada 

dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, 

aturan baru yang mereka susun. 
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Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan 

hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai 

negara yang masih menganut sistem Civil Law System atau sistem Eropa 

Continental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah 

menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon dikatakan hukum adalah 

peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang 

tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem 

hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas 

dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan 

pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. 

Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum 

apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam 

peraturan perundang-undangan. 

3) Budaya Hukum (Legal Culture). 

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap 

manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, 

serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan 

kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, 

atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran 

hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka 

akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir 

masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 
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berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri 

tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, 

substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, 

sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan 

untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan 

bagaimana mesin itu digunakan. 

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut 

dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di 

Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, 

hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen 

pengabdi hukum ini menentukan kokoh nya struktur hukum. Walau demikian, 

tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga 

terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga 

kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat 

terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. 

Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan 

menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan 

narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit 

mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada 

atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa 

berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas 

paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. 

Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan 
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sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. 

Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah 

hukum. 

F. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. 

Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data 

lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis 

hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam 

kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek 

kemasyarakatan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosio legal research. Pendekatan sosio legal research adalah mengidentifikasi 

dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional 

dalam sistem kehidupan yang nyata.
18

 Pendekatan sosio legal research adalah 

menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum 

secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan yaitu mengetahui 

mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

penyerobotan tanah. 
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3. Sumber Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokan dalam dua 

jenis, yaitu: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan- 

keterangan yang dibutuhkan dalam judul penulis. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen- 

dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan 

dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan 

atau dokumentasi pada instansi terkait. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data 

yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara 

sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai 

pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang 

diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti.
19
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Masalah sampling dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti 

untuk mereduksi objek penelitiannya yaitu peneliti tidak bermaksud 

meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, 

melainkan hanya sebagian saja dari objek, gejala, atau peristiwa tersebut. 

Kemudian, menggeneralisasikan hasil penelitiannya yaitu kesimpulan-

kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala 

atau peristiwa yang lebih luas. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive 

sampling: pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat- sifat 

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-

ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Populasi 

dari penelitian ini ialah Penyidik pada Polresta Jambi. Adapun sampelnya 

ialah: 

1) Kasat Reskrim Polresta Jambi 

2) 5 (lima) orang Penyidik Polresta Jambi yang menangani kasus 

penyerobotan tanah bagian unit tanah dan bangunan. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi 

adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-

buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal 

ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan 
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efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan 

tanah. 

5. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses 

penelitian berlangsung dengan bentuk data primer maupun data sekunder 

kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 

yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu 

memberikan gambaran secara jelas. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan ini diuraikan secara 

sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab 

diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya. Adapun sistematika penulisan ini antara lain: 

Bab I Pendahuluan. Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka 

konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II  Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum. Dalam bab ini penulis 

menguraikan tentang pengertian penegakan hukum, tahap-tahap penegakan 

hukum dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 

Bab III Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. 

Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak 
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pidana, pengertian penyerobotan tanah, dasar hukum tindak pidana penyerobotan 

tanah, unsur-unsur tindak pidana penyerobotan tanah dan sanksi pidana terhadap 

pelaku penyerobotan tanah. 

Bab IV Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kelurahan Mayang 

Mangurai Kota Jambi. Dalam bab ini penulis membahas tentang efektivitas 

penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku tindak 

pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi dan 

kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di 

Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi. 

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat 

kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang 

terdahulu, serta saran dari penulis sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 


